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BHRITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

rAHUN 2ol2NOMORw sERl F NoMoR zsD

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUKTEKNISPELAKSANAANPENGELoLAANRETRIBUSIDAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR'

.a.bahwasebagaipelaksanaanPeraturanDaerahKabupatenSamosirNomorl2
Tahun 20'11 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten

samosir Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Retribusi Jasa Usal'ra dan Peraturan

Daerah Kabupaten samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Periztnan

Terlentu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi

Daerah;
b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksucldalamhurufa

perlu menetapkan Peraturan Bupati Samoslr tentang 
!e-tuntu

iuk Teknis

Menimbang

Mengingat

PelaksarraanPengelolaanRetribusiDaerahKabupatenSamosir;

,1'Undang-UndangNomorlTTahun2OO3tentangKeuanganNegara(Lembaran

NegaraRepubliklndoiresiaTahun2OO3Nomcr4T'TambahanLembaran
Negara Republik lncionesia Nomor 4287)'

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten

SamosirdanKabupatenSerdangBeclagaidlProvinsisumateraUtara
(LenrbaranNegaraRepubliklndonesiarahun2003Nomorl5l.Tambahan
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346)'

3. Undang-Urrdang Ntomor 1 Tahun 2O'J4 tentang Perbendaharaan Negara

(LembararrNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor5.Tambahan
I embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

+. Undang-Undang l'.lomor 15 Tahun 2C04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

danPertanggungjawabanKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik
lrrclonesia Tahun 2OO4 Nomor oo, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomoi' 4400);

5.Lrndang-UrrdangNomor.32Tahun2OO4tentangPemerintahanDaerah
(|embar-anNegaraRepubirklndonesiaTahun2OO4Nonrorl?-5,Tambahan
Leinbaran t,teiara Repitbiik lndonesia Nomor 4437) sebagatmana telah

diubahbel.lerapakali'terakhir.denganUndarng-UndangNorrtorl2Tahun2008
tentangPr.:rLtbahanKedLraatasUndang-UndangNomor32Tahun200l|
tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliltlndonesiaTahun
20oB Nomoi- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4844),

6 Undang-Undang Nom or 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan(LernbaranNegaraRr:plubliklndonesiaTahun200gNomor9c'
TarnbahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNonror5025);

T.Undang.UndangNonror28Tahun2OOgtentangRetribusiDaeralrdan
Retribusi OaerJ (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2009 Nontor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 50a9);

8. Urrdang-Undang . .. .l



Menetapkan

B. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3528),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun '1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3529);

1 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun '1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3530);

'12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011
i{omor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C Nomor
JV);

'14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011
Nomor 42, Iambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C Nomor
40);

'15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C
Nomor 4'1);

16. Peraturan Menteri Dalam I'Jegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ME,MUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten

Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Samosir.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Samosir.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas teftentu di brdang Perretrrbusian
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRD Kabupaten Samosir dengan persetujuan bersama Bupati Samosir

6 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Samosir.
7. Satuan Kerja Perangkat D;:erah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelural'ian.

4.
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian rzin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

I lzin Gangguan adalah izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan usaha dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dengan maksud
melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu.

l0 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

'1 1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan Firma, Koperasr,
Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap serta badan
usaha lainnya.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di lalan yang terdiri atas Kendaraan
llermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor
Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat
dan ditinggalkan pengemudinya

14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang
ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat
parkir kendaraan di badan jalan secara rutin dilokasi yang sama

15. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur parkir Kendaraan
dan memungut Retribusi.
Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada
pada permukaan tanah, cjiatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali.lalan rel dan lalan kabel.
Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Jalan Protokol/Utama adalah system jaringan jalan primer dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
tingkat nasional, dengan menghubungkan semLra simpul jasa distribusi yang
berwr-i.1ud pusat-pusat kegiatan cian JUga merupakan jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perlalanan jarak lauh,
kecepatan rata-rata seciang dan jumlah jalan masuk ciibatasi;
Jalan Penghubung/sekunder adarah system jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
perkotaan dan juga merupakan lalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjaranan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan Lingkungan/Lokal adalah system laringan jalan yang berfungsi melayanr
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, l<ecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi dan luga merupakan jalan
umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan.
Jalan Khusus/Pribadi adalah yalan yang dibangun oleh instansi badan usana,
perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri yang
belum diserahkan kepada pemerintah antara lain.lalarr di kawasan pelabuhan,
jalan kehutanan, jalan perkebunan, laran inspeksi pengairan, jalan di kawasan
industry, jalan di kawasan pemukiman dan sebagainya.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk rnemanfaatkan jasa dan per-izinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan clengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribust
yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanlutnya disingkat
SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajrban Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serla menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah mencakup
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima
menatausahakan dan melaporkan Retribusi Daerah
Petunjuk Teknis Pelaksanaarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Pedoman Penerbitan lzin Gangguan di Lingkungan Pemerintah

KabLrpaten Samosir:
b. Pengelolaan Parkir;
c. Klasifikasi Ruas Jalan se-Kabupaten Samosir;
d. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD dan STRD;
e. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribust,
f. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan

Retribusi;
g Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi,
h. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
i. Tata Cara Fenghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluarsa
Pedoman Penerbitan lzin Gangguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Tata Cara
Penerbitan lzin Ganggauan dalam rangka mentngkatkan pembtnaan,
pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang tempat-tempat
usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, demi
menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b adalah
Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum.
Klasifikasi Ruas Jalan se-Kabupaten Samosir sebagarmana dimaksud pada

ayat (2) huruf c adalah Klasifikasi Ruas Jalan di Kabupaten Samosir yang

terbagi atas Jalan Protokol/Utama, Jalan Penghubungisekunder, Jalan
Lingkungan/Lokal dan Jalan Khusus/Pribadi.
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD dan STRD sebagaimana
drmaksud pada ayat (2) huruf d adalah Prosedur Penetapan, Penagihan dan
Penyampaian SKRD dan STRD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Prosedur Pembayaran
dan Penyetoran Retribusi yang dilakukan oleh Wajib Retribusi melalui
Bendahara Penerimaan SKPD yang membidangi Retribusr Daerah atau Kas
Daerah dengan menggunakan SSRD.
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(B) Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan pembatalan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Prosedur pengurangan
Retrbusi, Pemberian Keringanan Retribusi, Pembebasan dan pembatalan
Retribusi.

(9) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagarmana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi yang dirakukan oreh wajib Retribusi

(10)Tata Cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
h adalah prosedur pemeriksaan Jumlah Retribusi Terutang yang ditakukan
terhadap Wajib Retribusi.

(11)Tata Cara Penghapusan Retribusi Yang Sudah Kadaluarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah Prosedur Penghapusan RetribLsr yang
tidak dapat ditagih tagi.

pasal 3
(1 ) Dalam rangka penerapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan pengelolaan

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sKpD yung ,",ibidangi
Retribusi Daerah menyiapkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan meiiputi
a. Fungsi Perencanaan dan pengendalian Operasional;
b. Fungsi Penetapan;
c. Fungsi Penagihan; dan
d. Fungsi Pembukuan dan pelaporan

(2) Fungsi Perencanaan dan Pengendalian operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan Rencana, n

Pembinaan Teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan
Penerimaan Retribusi Daerah.

(3) Fungsi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penghitungan dan penetapan Besaran
Jumlah Retribusi Daerah Terutang.

(4) Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal (l) huruf c berlugas
menyiapkan bahan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah yang telah
melampaui Batas Waktu Jatuh Tempo, melayani Keberatan dan permohonan
Banding.

(5) Fungsi Pembukuan cJan peraporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan
Pelaporan Realisasi penerimaan Retribusi Daerah.

BAB III
PEDOMAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Perizinan

Pasal 4
(1) setiap orang pribadi atau badan usaha yang ingin memperoleh izin gangguan

wajib, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, diatas kertas bermaterai Rp
6000,- dengan melampirkan :

a Tanda Bukti Lunas PBB tahun terakhrr dengan menunjr-ikkan aslinya danjika belum memiliki SPPT PBB dapat menggunakan Surat Keterangan dari
lnstansi Berwenang

b. Foto copy KTp pemohon yang masih berraku, dengan menunjukkan
asl i nya.

c. surat Keterangan Domisili rempat Usaha oleh Kepala Desa/Lurah
d. Sertifikat Tanah atau surat Keterangan Status Tanah
e. Foto copy akte pendirian (bila berbadan HLikum, cv, pr, dll) dan telah

terdaftar di Pengadilan Negeri setempat, dengan menunjukkan aslinya.f. Pasphoto berwarna ukuran 3x4 cm, sebanyak 2 (dua) rembar
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) berlaku luga untuk Kantor

Cabang/Perwakilan atau Nama lainnya.



Bagian Kedua
lndeks Gangguan

Pasal 5

lndeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang timbul

oleh kegiatan usaha dengan parameter.

a. Gangguan besar (lndustri Farmasi, lndustri Pertambangan, lndustri

dan jenis lainnya adalah semua jenis industri yang termasuk dalam
Perikanan)
Peraturan

(1)

(2)

(3)

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 3;

b. Gangguan Menengah (Kontraktor, Leveransir, Perdagangan) dan jenis lainnya

adalah jenis usaha dan/atau kegiatan diluar indurstri yang tidak walib Amdal

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor ll Tahun 2006..... .. .2,

c. Gangguan Kecil (Hone lndustri, Kerajinan Tangan) dan jenis lainnya adalah
jenis usaha yang tidak wajib dilengkapi Amdal menurut Peraturan Menteri

Lingkuqgan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 atau usaha yang memilikt

Amdal. ...... 1.

BAB IV
PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Tempat Parkir

Pasal 6

Setiap ruas jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir, dan atau marka parkir

ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir
Lokasi parkir sebagaimana dinraksud pada ayat (1) meliputi ruas - ruas jalan

umum sebagai berikut :

a. Jalan Propinsi yang berada di lbukota Kabupaten dan Kecamatan;
b. Jalan Kabupaten yang berada di setiap Kecamatan.
Sudut parkir kendaraarn pada ruas-ruas jalart di Kabupaten Samosir diatur
sesuai dengan pengaturran manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat.
Penentuan sudut parkrr sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) disesuaikan
dengan marka jalan

Pasal 7

Bagi setiap orang atau badan yang
tetap/berlangganan harus mendapat lzrn

Perhubungan.
(2) Syarat-syarat Pemberian lzin Lokasi Parkir Tetap/Berlangganan ditetapkan oleh

SKPD yang membidangi Perhubungan.

Bagian Kedua
Juru Farl<ir

Pasal I
(1) Juru Parkir wajib memiliki Surat Tugas dari Kepala SKPD yang berwenang
(2-) Juru Parkir di tepi jalan umum wajib mengenakan kelengkapart berupa pakaiart

seragam dan perle;rgkapan lainnya yang drtetapkan dengan Keputusan Kepala
SKPD yang berwenang.

(3) Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengelola.

(4) Kelengkapan berupa pakaian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diatur
sebagai berikut :

a. warna terang/jelas;
b. mencerminkan corak budaya Kabupaten Samosir;
c. memiliki daya tarik wisata.

(4t

(1) menginginkan Lokasi Parkir
dari SKPD yang membidangt
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(1)

(2)

Bagian Ketiga
Izin Pengelolaan Parkir

Pasal 9
(1) Setiap Orang atau Badan yang akan melaksanakan Pengelolaan Parkir Wajrb

memperoleh lzin dari SKPD yang membidangi Perhubungan
(2) Pemberian lzrn sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)diatas harus berdasarkan

Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

BAB V
KLASIFIKASI RUAS JALAN SE-KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 10
Klasifikasi Ruas Jalan di Kabupaten Samosir terbagi atas
a. Jalan Protokol/Utama,
b. Jalan Penghubung/sekunder;
c. Jalan Lingkungan/Lokal; dan
d Jalan Khusus/Pribadi
Klasifikasi Ruas Jalan se-Kabupaten Samosir adalah sebagarmana tercantum
dalam Lamprran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD dan STRD

Pasal 1 1

Atas dasar Nota Perhitungan Fungsi Penetapan/SKPD dapat menetapkan
Jumlah Retribusi Daerah Terutang dalam suatu Masa Retribusi dengan
menerbitkan SKRD
Fungsi Penetapan menerbitkan STRD untuk Retribusi Daerah Terutang yang
tidak/kurang dibayar setelah Jatuh Tempo.
SKRD dan STRD disanrpaikan kepada Wajib Retribusi dengan cara :

a. langsung;
b. melalui pos dengan buktr pengiriman surat; ataur

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau .1asa kurrr dengan bukti pengrriman
surat.

(4) Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD dan STRD adalah
sebagaimana tercantum dalam L-amprran ll yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

(1)

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danTempat Pembayaran Retribusi

Pasal 12
Retribusr Terutang dalam SKRD dan STRD, wajib dilunasr dalam .langka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan dengan menggunakan
SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
Apabila baias waktu Pembayaran jatuh pada hari libur rnaka batas waktu
pembayaran jatuh pada lrai'l kerja berikutnya;
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada
Bendahara Penerimaan SKPD yang membidangi Retribusr Daerah atau Bank
yang ditunjuk oleh Bupati.
Apabila Pembayaran Retribusi Terutang dilakukan setelah Jatuh Terrpo
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga
keterlambatan pembayaran sebesar 2 ok (dua perseratus) sebulan untuk langka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STRD
Retribusi Terutang dalam SKRD dan STRD yang tidak atau kurang drbayar
setelah latuh tempo Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua perseratus)
sebulan

(1)

\t)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)



(1)

(2)

(6) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusi

Daerah

Pasal 13

(1) Bupati Samosir dapat memberikan Pembebasan dan Pembatalan Retribusi.

(2) Kepala SKPD yang membidangi Retribusi Daerah atas nama Bupati Samosir

dapat memberikan Pengurangan dan Keringanan Retribusi atas rekomendasi

SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah.

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat diberikan secara selektif dengan
pertim bangan objektif.

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusi

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran lV yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 14

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati Samosir.

Kepala SKPD yang membidangi Retribusi Daerah atas nama dan persetujuan

Bupati Samosir dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus

memberikan keputusan atas rekomendasi SKPD yang membidangi Penclapatan

Daerah.

Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Kepala SKPD yang membidangi

Retribusi Daerah atas nama Bupati Samosir tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

Apabila wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

Hutang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakul<an setelah lewat 2
(dua) bulan, Kepala sKPD yang membidangi Retribusi Daerah atas nama

Bupati samosir memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan bunga dibebankan pada

APBD

(8) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3)

(4)

(6)

(7)

(3)

(4)

(s)



Bagian Kelima
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah

Pasal 15
(1) Kepala SKPD yang membidangi Retribusi Daerah atau petugas pemeriksa

yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
kewajiban Retribusi dan tuluan lain dalam rangka melaksanakan peraturan
Daerah tentang Retribusi Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan
Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus
memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(3) Wajib Retribusi yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas
Pemeriksa :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Retribusi
Terutang,

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan;

c Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas
(kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun catatan lainnya yang ada
penyelenggara;

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, rengkap dan jeras.
(4) Tata Cara Pemeriksaan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Vl yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata cara Penghapusan piutang Retribusi yang Sudah Kadaluarsa

Pasal 16
(1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam sKRD dan srRD dapat

dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

(2) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum daram sKRD dan srRD, waraupun
hak untuk melakukan Penagihan belum kadaluarsa, juga dapat dihapuskan
apabila Piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(3) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih tagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan :

a Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
atau tidak mempunyai ahli waris;

b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan dan dari

hasil penjualan harta trdak mencukupr untuk melunasi Retribusi Terutang,
d. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. wajib Retribusi pindah alamat dan tidak diketemukan lagi/
2. wajib Retribusi meninggalkan lndonesia untuk selama-lamanya.

(4) Wajib Retribusi yang tidak dapat riitagih lagi sebagaimana drmaksud pada ayat
(3) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor
Kepala Desa/Kelurahan serama 14 (empat beras) hari kerja.

(5) Tata Cara Penghapusan Retribusi Yang Sudah Kadaluarsa adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII

FASILITASI

Pasal 17

Kepala SKPD yang membidangi Retribusi Daerah melakukan fasilitasi

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan, menyernpurnakan Lampiran-Lampiran sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan

bimbingan teknis sefta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1B

(1) Semua lzin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraiuran

Bupati ini nrasih tetap berlaku terhitung sejak tanggal penerbitan atau tanggal

pendaftaran ulang.

(2) Pemasangan rambu parkir dan atau marka jalan dilakukan secara bertahap dan

tidak menggugurkan penagihan retribusi parkir.

Fasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penenrpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarnosir.

Ditetapkandi Pangururan

pada tangg al 3 Juli 2012

BUPATI SAMOSIR,

Capldto

MANGINDAR SIMBOLON

(1)

(2)

Diundangkan di Pangrururan
pada tanggal 3 ?uA 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE N,

TORANGAN SIMARMATA
INA UTAMA MUDA

19570622 198603 1 005
A DAERAH KABUPATEhI SAMOSIR

F NOMOR 290N 2012 NOMOR f9 SER|
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LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
15 TAHUN 2012
3 JULt 2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENERBITAN DAN PEI'IYAMPAIAN SKRD DAN STRD

GAMBARAN UMUM
Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SKRD dan
besarnya Retribusi dalam suatu Masa Retrrbusr dengan SKRD dan

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar Retribusi Terutang berdasarkan SKRD dan STRD
2. SKPD yang Membidangi Retribusi Daerah

Merupakan pihak yang berwenang menetapkan Jumlah Retribusr Terutang dengan Menerbitkan SKRD
dan STRD

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
1. SKRD

Lanqkah 1

WaJtb Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulrs kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan
Jasa maupun Perizinan Tertentu
Langkah 2
Membuat Nota Perhitungan Jumlah Retrrbusi Terutang
Lanqkah 3
Mengist dan Menerbitkan SKRD (contoh formulir terlampir) dengan Jumlah Retribusi Terutang sesuar
dengan Nota Perhitungan SKRD terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
1) Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi, ke-2 (kuning)

untuk Bank ke-3 (merah) untuk Bendahara Umum Daerah dan ke-4 (hi1au) disarnpaikan kepada
Bendahara Penerimaan

2) Lembar ke-5 (brru) sebagar pertinggal pada SKPD terkait sebagai alat kendalr pembayaran
Lanqkah 4
SKRD yang telah drterbitkan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunluk
Langkah 5
MencataUMembukukan SKRD yang telah ditandatangani
Lanqkah 6
Menyampaikan SKRD kepada Walrb Retrrbusi

2. STRD
Lanqkah 1

Jika setelah Jatuh Tempo SKRD belum dibayar maka Fungsr Penagrhan/SKPD yang membrdangr
Retrtbusi Daerah menerbitkan STRD (contoh formulir terlampir) memuat perhitungan lumlah pokok
Retribusi Terutang drtambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua perseratus) plr trutan dan/atau
denda.
Lanqkah 2
Mencatat/Membukukan STRD yang telah ditandatangani
Lanqkah 3
Menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

STRD adalah suatu proses menetapkan
STRD

Diundangkan
pada tanggal

di Pangururan
3 }ilV 2012

RIS DAERAH K4^6UPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR LS SERI F NOMOR 

'tr)



LAMPIRAN III PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
15 TAHUN 2012
3 JUL| 2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

GAMBARAN UMUM
Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, merupakan Proses Pembayaran yang dilakukan
Wajib Retribusi atas Retribusi Terutang melaluj Bank yang ditun1uk/Bendahara Penerimaan. Dalam
prosedur ini Wajib Retrrbusr dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran
ke Rekentng Kas Daerah melalui Bank yang ditunluk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan pihak yang membayar Retribusi Terutang
2. SKPD yang membidangi Retribusi Daerah

Merupakan pihak yang menyiapkan SSRD (contoh formulir terlamprr) sebagai dasar bagi Wayrb
Retribusi untuk membayar Retribusi Terutang

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran Retribusi Terutang dariWajib Retrrbusi

LANGKAH-LANGKAH TEKN IS
1" PEMBAYARAN DAN PENYETORAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN

Lanqkah 1

Bendahara Penerimaan menerima setoran disertai SKRD dan SSRD yang telah ditandatangi Wajrb
Retribusi dan Bendahara Penerimaan
Lanqkah 2
SSRD Lembar '1 diserahkan ke Walib Retribusi, Lembar 2 untuk SKPD yang membrdangr Retnbusr
Daerah, Lembar 3 untuk Kas Daerah/Bank, Lembar 4 untuk Bendahara Penerimaan
Lanqkah 3
Bendahara Penerimaan menyetorkan Uang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 Jam yang disertai
Bukti Setoran Bank,
1) Bendahara Penerimaan setiap bulan menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Fenyetoran

Uang yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membrdangr Retribusi Daerah,
2) Bukti Setoran yang telah divalidasi diserahkan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan,
3) Menyampaikan Tembusan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penvetoran Uang kepada Fungsi

Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

2. PEMBAYARAN DAN PENYETORAN MELALUI BANK
Lanqkah 1

Bank menerima Retribusi Terutang dari Wajrb Retribusi disertai dengan SKRD dan SSRD yang telah
diisi Jumlah Retribusr Terutang dan telah drtandatanganiWayrb Retrrbusi dan Bank,
Lanqkah 2
SSRD Lembar 1 diserahkan ke Wajib Retribr-rsi, Lembar 2 untuk SKPD yang membrdangr Retribusi
Daerah, Lembar 3 untuk Kas Daerah/Bank Lembar 4 untuk Bendahara Penerimaan

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan
pada tanggal

di Pangururan
3 Qut^ 2012

SE ETARIS DAE RAHXAB U PATE N,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR T( SERI F NOMOR PW



LAMPIRAN iV PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
TAHUN 2012

2A12
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

A. GAMBARAN UMUM
prosedur pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusr merupakan Proses Pengurangan

Retribusi Terutang. pemberia"n Keringanan Pembayaran Retribusi Pembebasan dan Pembatalan Retribusi

Terutang.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan Pihak Yang
Pembatalan Retribusi

2. Bupati Samosir
Merupakan prhak Yang berwenang
atau ditolak

3. SKPD yang membidangi Retribusi
Merupakan pihak Yang berwenang

mengajukan Permohonan Pengurangan, Kertnganan, Penlbebasan dan

apakah permohonan pembebasan dan pembatalan Retribusi diterma

Daerah
apakah Permohonan Pengurangan dan Keringanan diterima atau

ditolak

C, LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Menerima Surat permohonan pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retrtbusl (contoh

terlampir) dari Wajib Retribusi clisertai dengan data pendukung;
Lanqkah 2

srFb-y-ang membidangi Retribusr Daerah meneliti Permohonan yang dialukan untuk dijacrkan bahan dalarn

mengambil Keputusan
Lanqkah 3

SXfO yang membidangr Retrrbusr Daerah mempersiapkan Surat Penolakan (contoh te_rlampir) untuk

permohonai pembebasa"n dan pembatalan Retribusi yang ditolak untuk ditandatangani Bupatt Sanrosir

Lanqkah 4
Sf<pO 17ang membidangr Retrrbusr Daerah mempersiapkan Surat Penolakan (contoh terlampir) untuk

permohonai pengurangjn dan Keringanan yang drtolak untuk ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi

Retribusi Daerah atas natna Bupati
Langkah 5
SRFfi y3ng membidarrgi Retribusi Daerah menyampaikan Surat Penolakan F-etrbebasan dan Pembataian

Retribusi kepada Wajib Retribusi
La[qkalllq
SRFfi yang membidangi Retrrbusr Daerah menyampaikan Surat Penolakan Pengurangan dan Keringanan

Retribusi kepada Wajtb Retribust
Lanqkalr 7€:r'
SRFfi- yang membidangr Retribusi Daerah mempersrapkan Surat Keputusan Pembebagan dan Pembatalan

Retribusr (cbntoh terlampir) untuk ditandatangani Bupati Samosir
Langkah B

SRFfi-yang membidangr Retrrbusi Daerah mempersiapkan_Surat Keputusan PelgYl?n9,9Rdan, K-e,lgggnan

Retrrbulr (6"ontoh terlam"pir) untuk ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi RetribuSi Daerah atas nama"

Bupatt
Lanqkah 9
SXpO V-ang membidangi Retrrbusi Daerah menyampaikan Srtrat Keputusan Pengurangan Keringanan

Pembebasan dan Pembatalan Retribusi kepaoa Wajib Retrtbust

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dio

NIANGINDAR SIMEOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Q{tti 2012

SEK TARIS DAERAHXABUPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
N|P.19570622 198603 1 005
BERTTA DAERAH KABUPATEhJ SAMOSIR
TAlJum rn4, Nrnnnnp lr qpet F NnMnR 9m



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR
TANGGAL

' TENTANG

: TAHUN 2012
: 2012
: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

GAMBARAN UMUM
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi merupakan proses mengembalikan
Pembayaran Retribusi atas Kelebihan Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan pihak yang melakukan Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi.
2. SKPD yang membidangi Retribusi Daerah

Merupakan pihak yang berwenang melakukan Perhitungan atas Kelebihan pembayaran
Retribusi

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
(contoh terlampir) kepada Bupati Samosir melalui SKPD yang membidangi Retribusi Daerah disertai
dengan SKRD, STRD dan SSRD yang telah divalidasi BankiBendahara Penerimaan.
Langkah 2
Fungsi Penetapan menghitung Jumlah Retribusi Lebih Bayar dan dikompensasikan dengan
Hutang/Tunggakan Retribusi yang lain.
Lanqkah 3
Setelah dikompensasikan dengan Hutang Retribusi lain ternyata Kelebihan Pembayaran Retribusi,
kurang/sama dengan Hutang Retribusi lainnya tersebut maka SKRDLB tidak diterbitkan.
Langkah 4
Apabila Hutang Retribusi setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan Kelebihan pembayaran
Retribusi ternyata lebih, maka SKRDLB harus diterbitkan.
Lanqkah 5
Setelah menerima SKRDLB dari Fungsi Penetapan dan diproses untuk penerbitan SpMKRD dan
ditandatangani oleh SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah.
Lanqkah 6
[/enerbitkan SP2D.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

dangkan di Panguru ran
tanggal 9 QUU

ARIS DAERA

rrNrO NA rrIC n N S I M A R M ATA
A UTAMA MUDA

.19570622 198603 1 005
A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

2012 NOMOR lS SER| | r'rOrUOn xo



PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

GAMBARAN UMUM
Tata Cara Pemeriksaan Retribusr merupakan suatu proses untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
dibrdang Retribusi Daerah
PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan pthak yang akan dilakukan Pemeriksaan terkait kepatuhan dalam pemenuhan
Retribusi.

2. SKPD yang membidangi Retribusi Daerah

kewajiban

Merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan
Kewajiban Retribusi

LANGKAH.LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Atas dasar bukti pelunasan Retribusi Terutang Fungsi Penagihan meneliti Jumlah Retrrbusi Terutang yang
seharusnya disetorkan ke Kas Daerah dan bila dibutuhkan dapat dilakukan Pemeriksaan ke Objek Retribusi
Lanqkah 2

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk Perangkat Komputer dan Sistem
Pengolah Data

Lanqkah 3

Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis wajib Retribusi yang drperiksa
Lanqkah 4

Melakukan Pemeriksaan secara keseluruhan, menyangkut pos dalam Laporan Keuangan
diperrksa guna menentukan Kepatuhan Wa1rb Retribusi
Lanqkah 5

yang akan

Menggunakan berbagai metode, prosedur dan teknik analisis guna membuktikan kebenaran perkiraan yang
diperrksa

Lanqkah 6

Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan rjokumen dan barang yang
dapat memberi petunjuk tentang keaadan usaha Wajib Retribusi dan/atau tempat lain yang dranggap penting
Lanqkah 7

Melakukatr Penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Retribusr atau Wakrl atau kuasanya apabila tidak
memberr kesempatan untuk memasuki tempat drmaksud pada saat pemeriksaan

Lanqkah 8

Meminta Keterangan Pihak Ketiga yang memilrki hubungan dengan Wajib Retribusr yang diperrksa

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN VI

di Pangururan

PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
15 TAHUN 2012
3 JULI 2012
PETUNJUK TEKNIS

Diundangkan
pada tanggal

SEKR

g 
Qua

DAERAH

2012

BUPATEN,

lr, HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NlP.19570622 198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TALII lrl an4a ltn inn h r'. oFFr L rrAriAF



LAMPIRAN VII PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL ]

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
15 TAHUN 2012
3 JUL| 2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

GAMBARAN UMUM
Prosedur Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa merupakan proses Penghapusan Prutang
Retribusi Daerah karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan
sudah Kedaluwarsa Hak untuk melakukan Penagihan Retribusr Kedaiuwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (ttga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan
Penagihan berdasarkan Peraturan yang berlaku kecuali apabila Wa.1rb Retribusi melakukan tindak prdana dr
btdang Retribusi Daerah Penghapusan Prutang Retribusi Daerah dilakukan oleh
a Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5 000 000.000 - (lima milyar rupiah)
b Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk yumlah lebih dari

Rp 5 000 000 000,- (lima milyar ruprah)

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Retribusi

Merupakan Pihak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan untuk melakukan
Pembayaran Retribusr

2. SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah
Merupakan Pihak yang mengusulkan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluarsa

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Kepala SKPD yang membtdangt Pendapatan Daerah Membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap
Retrtbusi yang diusulkan untuk dihapuskan Piutang Retribusinya kepada Bupati. Tim dimaksud ditetapkan
melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari
a SKPD yang membidangi Retribusi Daerah;
b. SKPD Pengelola PAD lainnya,
c lnstansi lainnya yang terkait
Lanqkah 2
Atas hastl penelitian kemudian Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah membuat Laporan
kepada Bupati Samosir sekurang-kurangnya memuat .

a Nama Wajib Retribusi;
b Alamat wajib Retribusi;
c Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
d Nomor dan tanggal SKRD/STRD
e. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan Retribusr;
f. Jenis Retribusi Daerah;
g Tahun Retrrbusr Daerah,
h Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan
i Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
j Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelrtian lapangan
Lanqkah 3

Kepala SKPD yang membrdangi Pendapatan Daerah membuat Daftar Piutang Retribusi Daerah yang akan
dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan

b ?uu 2012

BUPATEN,

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NtP. 19570622198603 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR tE SER| F NOMOR 7r0



LAMPIRAN VIII PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

BUPATI SAMOSIR
15 TAHUN 2012
3 JUL| 2A12

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

NAMA

ALAMAT

NPWPD

PENGELOLAAN RETRIBUSI

DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BENTUK-BENTUK FORMULIR DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Urul

20.
Yang Menerima

PEMERINTAH KABUPATEN
I r SAMOSIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

(sKRD)

MASA RETRIBUSI
TAHUN RETRIBUSI

JATUH TEMPO

KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp)

JUMLAH KETETAPAN POKOK
MLAHSANKSI . ABUNGA

JUMLAH KESELURUHAN

ap penletora: d akukan pada Bank No Rekening

bila sKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah sKpD diterima atau (tanggat latuh tempo)
an sanksi administras j berupa bunga sebesa r 2 ok perbulan

TANDA TERIMA



CONTOH SUR/TT TAGtt1AN RETR|BUSt DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(srRD)

RETRIBUSI
TAHUN RETRIBUSI

L JATUH TEMPO

Berdasarkan Peraturan perundang_undangan Retribusi Daerah
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

telah dilaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan atau

Kode Rekening Retribusi
Nama Retribusr
Dari penelitian dan / atarr pemeriksaan

1 Retribusi yang kurang drbayar
2 Sanksi Administrasi

a Bunga
3 Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2a)

RHATIAN

Harap penyetoran

Apabila STRD lni tidak atau kurrng luya f"*at waktu paling lama
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesa r 2 ok perbutan

30 hari setelah STRD diterima atau (tanggat jatuh tempo)

Potong Disini .

TANDA TERIMA

NAN4A

ALAMAT .

NPWPD



TOH FORMULIR SSRD

Kas Daerah/Bank
Tanda Tangan Petugas Penerima

Diterima Oleh,

Bendahara Penetimaan

TanEgal

Nama :

Tanda Tangan :



PETUNJUK PENGISIAN SSRD

Formulir ini terdiri dari 4 (empat) lembar Lembar 1 diserahkan ke Wajib Retribusi, Lembar 2
SKPD yang membidangi Retribusi Daerah, Lembar 3 untuk Kas Daerah/Bank, Lembar 4
Bendahara Penerimaan.
lsilah SSRD ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

CARA PENGISIAN:

1) Tahun diisi dengan Tahun Retribusi
2) Nama diisi dengan Nama Penyetor Retribusi Terutang.
3) Alamat diisi dengan Alamat Penyetor Retribusi Terutang.
4) NPWRD diisi dengan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang diberikan oleh SKPD

membidangi Retribusi Daerah.
5) .) Beri Tanda ! pada Kotak sesuai Ketetapan yang dimiliki.
6) Masa Retribusi diisi dengan Masa/Bulan Retribusi yang disetor.
7) Tahun Retribusi diisi dengan Tahun Retribusi yang disetor.
B) Nomor Urut diisi dengan Nomor Urut SSRD.
9) Pada Kotak No diisi dengan Nomor Urut.
10)Pada Kotak Kode Rekening diisi dengan Kode Rekening Retribusi.
11)Pada Kotak Jenis Retribusi diisi dengan Jenis Retribusi yang akan disetor.
12)Pada Kotak Jumlah diisi dengan Jumlah Retribusi yang akan disetor.
13)Pada Kotak Kas Daerah/Bank diisi dengan Cap/Register/Tanda Tangan Petugas Bank.
14)Pada Kotak Bendahara Penerimaan diisi oleh Bendahara Penerimaan tanggal diterima dan

tangan.
15)Pada Kotak Penyetor diisi oleh Penyetor lengkap dengan tanda tangan.

b

N

A

SPESIFIKASI TEKNIS : PENCETAKAN FORMULIR SSRD RANGKAP 4
MENGGUNAKAN KERTAS TIPIS CARBONIZED PUTIH
UKURAN FOLIO (21,5x 33 cm)

(EMPA
DENG

un



4. CONTOH PERMOHONAN
PEMBATALAN RETRIBUSI

Permohonan Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan
dan Pembatalan Retribusi *)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN

Kepada :

Kepala

Kabupaten Samosir
di-

Tempat

Telp .

Yth

Nama
Alamat

bertindak untuk dan atas nama
Nama /Merk Usaha
Alamat

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pembatalan
Retribusi atas SKRD/STRD.) dengan Nomor Urut . yang akan Jatuh Tempo
tanggal

Alasan Pengajuan Permohonan Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan

Pembatalan Retribusi atas SKRD/STRD.).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih

Hormat Saya,
WAJIB RETRIBUSI/KUASA

-)Coret yang tidak perlu



1
,dl

5. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI -)

: Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD

Membaca

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pembebasan dan pembatalan Retribusi atas
SKRD/STRD.) Nomor
Rp

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang pada saat Keputusan ini
ditandatangani.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ......
pada tanggal ... ..

BUPATI SAMOSIR

-)Coret yang tidak perlu



CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

KOP BUPATI

KEP
NOMOR

UTUSAN BUPATI SAMOSIR

Membaca

Menimbang

Mengingat

TENTANG
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI -)

: Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama .

Alamat
NPWRD

MEMUTUSKAN

: Menerima Permohonan Pembebasan dan Pembatalan Retribusi atas
SKRD/STRD.) Nomor:...... .. , tanggal
Rp

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang
ditandatangani.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

sebesar

pada saat Keputusan ini

Surat Keputusan ini akan

Ditetapkan di ......
pada tanggal

BUPATI SAMOSIR

-) Coret yang tidak perlu



7. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

KOP SKPD

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA

TENTANG

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI -)

Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan
SKRD/STRD*) Nomor :

Pengurangan dan Keringanan Retribusi atas
tanggal . ..... sebesar

Rp

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang
ditandatangani.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

pada saat Keputusan ini

Surat Keputusan ini akan

Ditetapkan di .

pada tanggal ..

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

.) Coret yang tidal< perlu



8. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA

TENTANG

KERINGANAN RETRIBUSI .)PENGURANGAN DAN

Surat Permohonan Nomo rMembaca

Menimbang

Mengingat

Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD

MEMUTUSKAN

Menerima Permohonan Pengurangan dan Keringanan
SKRD/STRD.) Nomor tanggal ... ... .

Retribusi atas
.... sebesar

Rp

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang pada saat Keputusan ini

ditandatangani.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .

pada tanggal . ....

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

-)Coret yang tidak perlu



9. CONTOH PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

20

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting

Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembavaran Retribusi

Dengan hormat,

Sesuai dengan Perhitungan Kembali Retribusi Terutang yang telah kami bayarkan terdapat kelebihan
Pembayaran atas SKRD/STRD *) Nomor ........ ....... tanggal kami mohon
dengan hormat kepada Bapak

Nama/Merk Usaha :

untuk membayar Kelebihan Pembayaran :

NPWPD
Alamat
Sebesar

Demikian

Hormat kami,
WAJIB RETRIBUSI/KUASA

*) Coret yang tidak perlu

Kepada
Yth. Bupati Samosir

Cq. Kepala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Asset Daerah

di-
Tempat

:Rp

disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



, CONTOH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN

SAMOSIR

)p/Fax

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

MASA RETRIBUSI

TAHUN RETRIBUSI

Nomor Urul

A[/IAT
)WRD

'NGGAL 
JATUH TEMPO

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan penelitian dan / atau pemeriksaan atau
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening Retribusi : ..

Nama Retribusi

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

berikut :

1. Retribusi yang terutang Rp

2. Kredit Retribusi :

a. Setoran yang dilakukan Rp

b. Lain-larn Rp

c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke Tahun yang

akan datang Rp.

d. Jumlah Retribusi yang dapat di kreditkan (a + b - c) Rp

3. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (1-2d)

4. Sanksi Administrasi

a. Bunga

b Kenaikan

c. Jumlah Sanksi Adminjstrasi (a + b)

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4c)

Rp

Rp

Rp

Rp



11. CONTOFI SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

,,.s_,,
\25 IYi;i:;;n#nl

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS

JL.

KEPUTUSAN KEPALA ..............
NOMOR :................

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Membaca : Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama :

Alamat
NPWRD

Menimbang :

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetaokan
{-

l

KESATU : Menolak Surat Permohonan Nomor.
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD :

Dengan Alasan

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .

pada tanggal ......

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA

.) Coret yang tidak perlu



12' CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

' .'t!1. ,
\ ){ it!i#.-t

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS

JL

4

Membaca

Menimbang
Mengingat

Menetapkan

KESATU

Atas Nama
Alamat
NPWRD

Alamat
NPWRD
Dengan Alasan

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Surat Permohonan Nomor ...
Tanggal

MEMUTUSKAN

lVlenerima Surat permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama .

rl
,l

KEDUA
KETIGA

.) Coret yang tidak perlu

Diundangkan di pangururan
paolansgat g ZVuU
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